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Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah 

itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan 

untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin 

tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu 

yang nanti bisa kau ceritakan  

(Boy Candra) 
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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Perspektif Siyasah Dustiryah (Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan 

Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”, Oleh: Puput Nanda Sari, 

NIM. 2011150131, Pembimbing I: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. dan 

Pembimbing II: A. Majid Ali, M.Si. 

Ada dua persoalan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

(Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, 

Kabupaten Kepahiang)  dan 2) Bagaimana Analisis Yuridis 

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyasah Dustriyah 

(Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, 

Kabupaten Kepahiang). Adapun metode penelitian yang 

digunkaan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

reseach) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. 

Lokasi penelitian diambil yaitu: Desa Kuto Rejo Kabupaten 

Kepahiang, Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa 

Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan 

Kantor Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, sedangkan informan 

penelitian ini adalah warga desa Kuto Rejo Kabupaten 

Kepahiang, Camat Kabupaten Kepahiang, Kepala Desa Kuto 

Rejo, anggota BPD desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang dan 

tokoh agama. Teknik pengumpulan data menggunkan 

wawancara. Dan hasil penelitian ini adalah 1) Peraturan Bupati 

Kepahiang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melarang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) untuk menjabat sebagai anggota atau ketua Badan 

Permusyawaratan Desa. Meskipun terdapat persyaratan 

pencalonan yang melarang rangkap jabatan, Pegawai Negeri Sipil 

tidak disebut secara eksplisit. Namun, dalam ketentuan Pegawai 

Negeri Sipil sendiri, aturan tentang rangkap jabatan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan kemudian 

diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
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Negara (ASN) mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk 

menjaga integritas, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. 

Meskipun Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak 

melarang Aparatur Sipil Negara untuk menjadi ketua Badan 

Permusyawararatan Desa, aturan Aparatur Sipil Negara yang 

lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan terkait 

disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil melarang Pegawai 

Negeri Sipil untuk melakukan rangkap jabatan. 2) Dalam konteks 

rangkap jabatan, siyasah dusturiyah yang membahas perundang-

undangan dan pengambilan keputusan terkait kelembagaan 

peradilan tidak secara khusus melarang rangkap jabatan, terutama 

jika dilihat dari perspektif masa Nabi Muhammad SAW. Pada 

masa Nabi, tidak ada peraturan yang melarang seseorang 

mengemban lebih dari satu jabatan, dan beberapa sahabat Nabi 

juga diketahui memegang beberapa posisi sekaligus. 

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Bada Permusyawaratan Desa, 

Siyasah Dustiruyah 
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ABSTRACT 

Thesis with the title "Judicial Analysis of Civil Servants 

(PNS) as Chair of the Village Consultative Body (BPD) Siyasah 

Dustiryah Perspective (Study of Kuto Rejo Village, Kepahiang 

District, Kepahiang Regency)", by: Puput Nanda Sari, NIM. 

2011150131, Supervisor I: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. and 

Supervisor II: A. Majid Ali, M.Si. 

There are two issues discussed in this research, namely: 1) 

How is the Juridical Analysis of Civil Servants (PNS) as Chair of 

the Village Consultative Body (BPD) (Case Study in Kuto Rejo 

Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency) and 2) How is 

the Analysis Jurisdiction Against Civil Servants (PNS) as Chair 

of the Village Consultative Body (BPD) Siyasah Dustriyah 

Perspective (Case Study in Kuto Rejo Village, Kepahiang 

District, Kepahiang Regency). The research method used in this 

research is field research, namely collecting data directly in the 

field. The research locations were taken: Kuto Rejo Village, 

Kepahiang Regency, Village Consultative Body (BPD) Office, 

Kuto Rejo Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency, and 

Kepahiang Regency Government Office, while the informants for 

this research were residents of Kuto Rejo Village, Kepahiang 

Regency, the Head of the Kepahiang Regency Subdistrict, the 

Head of Kuto Village. Rejo, member of BPD Kuto Rejo village, 

Kepahiang Regency and religious figure. Data collection 

techniques used interviews. And the results of this research are 1) 

Kepahiang Regent Regulation Number 24 of 2018 concerning the 

Village Consultative Body (BPD) does not prohibit Civil 

Servants (PNS) from serving as members or chairs of the BPD. 

Even though there are candidacy requirements that prohibit 

holding multiple positions, civil servants are not mentioned 

explicitly. However, in terms of civil servant regulations 

themselves, the rules regarding multiple positions are regulated in 

Government Regulation Number 11 of 2017 and then updated 

through Government Regulation Number 17 of 2020, which no 

longer regulates dual positions specifically. Law Number 5 of 

2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) requires civil 

servants to maintain integrity, honesty, trustworthiness and 
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responsibility. In this case, civil servants are expected to avoid 

situations that could compromise the principles of their 

professionalism. Even though Village Law Number 6 of 2014 

does not prohibit ASN from being chairman of the BPD, higher 

ASN regulations, such as Law Number 5 of 2014 concerning 

ASN and various regulations related to civil servant discipline 

and code of ethics prohibit civil servants from holding concurrent 

positions. 2) In the context of holding multiple positions, siyasah 

dusturiyah which discusses legislation and decision making 

related to judicial institutions does not specifically prohibit 

holding multiple positions, especially when viewed from the 

perspective of the time of the Prophet Muhammad SAW. During 

the time of the Prophet, there were no regulations prohibiting 

someone from holding more than one position, and several of the 

Prophet's companions were also known to hold several positions 

at once. 

Keywords: Civil Servants, Village Consultative Body, Siyasah 

Dustiruyah 
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